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Tesis ini menggambarkan bagaimans dominsannya peranan
Pemerintash Orde Baru dalam melskukan pengendalian politik
terhadap psrtisipasi politik, partai politik, organisasi
kemasysrakatan, dan individu-individu. Pengendalian politik
yvang dilakukan pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk
menciptakan stasbilitas nssionsl yang menjadi prasyarsat
utama dalam me laksanaksan pembangunan ekonomi vang
berorientasi pada pertumbuhan. Secars politis, Pemerintahan
Orde Barn telah bertekad untuk melaksanakan demokrasi
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen. Kenyatasannys, pemerintah cenderung mengsbaikan
dan mengendslikan hak-hak politik rakyst vang sudah diatur
dan dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Konsolidasi kekusasaan yang dilaksanakan Orde Baru
bersana dengan militer dan birokrasi telah berhasil menam-
pilkan pemerintashan yasng kuat dsn mampu mengendalikan
politik kepartasian dengan melskukan penggarapan terhadap
partai-partai politik yang diasnggap kuat pada masa Orde
Lams dan mensmpilksn Golksr sebsgsi partainya penguass Orde
Baru. Kemudian dilshirkan konsep monoloyalitas untuk
mengendslikan pedgawai negeri dari pengsruh partai politik.
Pada tahun 1975 diterbitkan UU No. 3/75 yang berhasil
nenyederhangkan Jjumlah partai politik dari 8 menjadi 2 —
partai PDI (Partasi Demokrasi Indonesis) dan PPP (Partai
Persatuan Pembangunsn) — dan melsksanakan kebijakan massa
nengarbang. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah melskukan
penysatuan asas bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Akibatnya, PPP kehilangan identitas Islamnysa dan PDI
kehilangan identitas nasionalismenysa. Pengendalian politik
yang dilakukan pemerintah nengakibatkan pemerosotan
terhadap partisipasi politik dan rakyat vang dapat
nengganggu ketahanan nasional karena aspek politik di
masyarakat telah berubsh menjadi statis dan tidak 1lagi
dinamis sebagaimana yang diharapkan.
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This thesis describes how dominant the role of New
Order Government in actualizing political control towards
political participation, politieal party, socisl organiza-
tion, and individuals. Political control held by government
sustantively aims to provide national stability which
becomes 3 main requisite to perform economic - oriented
growth. Politically, New Order Government has embroidered
to actualize democratization of Pancasila (five principles)
and 1845 constitution purely and consequently. In fact,
government tends to neglect and contrecl people’s politic%h
rights which have been regulated and ensured in the 28
article of the constitution.

. Power consolidation held by New Order together with
nilitary and bureucracy has been successful to form strong
government and sble to carry out control of political party
system by doindg actualization towards political parties
considered strong in 0ld Order era and present Golkar as s
New Order ruler’s party. Then, monoloyality concept was
created to control public workers from political party
influence. No. 3/75 law was published in 1975 to diffuse 9

into 2 political parties — PDI (Partsi Demokrasi
Irdonesia/Indonesisn Dewmccracy Party) and PPP (Partai
Persatuan Pembangunan/Development Unity Party) — and

produce floating mass policy. Ten years lster, government
made 8 united principles to confess Pancasilsa (five
principles) as the only ideology for social, national, and
state 1lives. As result, identities of PPP's Islamization
and PDI s nationalization were lost. Political control held
by ¢government causes a reduction of pasrties and people’s
political participation that is sble to disturb. national
resilience becsause socliety’s political aspect has changed
to be static and not dynamic as expscted.
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